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WALI KOTA BALIKPAPAN 

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 
 

RANCANGAN 

PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN 

NOMOR …       TAHUN  

TENTANG 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN  2022 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALI KOTA BALIKPAPAN, 

 

Menimbang 

 

: a.  bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 311 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah 

beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah dan pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah 

Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan 

Daerah, Wali Kota wajib mengajukan Rancangan 

Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022 kepada 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk 

memperoleh persetujuan bersama; 

  b.  bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan 

sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan 

perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 

2022 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum APBD 

serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah 

disepakati Pemerintah Daerah bersama DPRD pada 

tanggal … bulan … tahun 2022; 
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  c.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2022. 

Mengingat : 1.  Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

  2.  Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 

Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 

Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di 

Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 18201; 

  3.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia 

Tahun 20144 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

  4.  Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

  5.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; 

  6.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022; 

  7.  Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2011 

tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.  
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Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN 

dan 

 WALI KOTA BALIKPAPAN  

 

MEMUTUSKAN: 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kota Balikpapan. 

2. Wali Kota adalah Wali Kota Balikpapan. 

3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 

yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD 

adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan 

daerah. 

 

Pasal 2 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terdiri atas, pendapatan daerah, 

belanja daerah dan pembiayaan daerah. 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Balikpapan Tahun Anggaran 

2022 berjumlah Rp2.595.144.502.865,00 (dua triliun lima ratus sembilan puluh 

lima miliar seratus empat puluh empat juta lima ratus dua ribu delapan ratus 

enam puluh lima rupiah) terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan 

pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut: 

a. Pendapatan Daerah Rp   2.423.348.732.000,00  

b. Belanja Daerah Rp   2.595.144.502.865,00  

 Defisit/Surplus (Rp    171.795.770.865,00) 

c. Pembiayaan Daerah   

1. Penerimaan Rp       197.795.770.865,00  

2. Pengeluaran Rp         26.000.000.000,00  

 Pembiayaan Netto Rp      171.795.770.865,00 

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp      197.795.770.865,00 

 

 

 

 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN 

DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022 
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Pasal 3 

Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp2.423.348.732.000,00 (dua triliun 

empat ratus dula puluh tiga miliar tiga ratus empat puluh delapan juta tujuh 

ratus tiga puluh dua ribu rupiah), yang bersumber dari: 

a. Pendapatan Asli Daerah; 

b. Pendapatan Transfer; dan 

c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. 

 

Pasal 4 

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a 

direncanakan sebesar Rp850.000.000.000,00 (delapan ratus lima puluh 

miliar rupiah), yang terdiri atas: 

a. Pajak Daerah; 

b. Retribusi Daerah; 

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan; dan 

d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah. 

(2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan 

sebesar Rp631.637.067.750,00 (enam ratus tiga puluh satu miliar enam 

ratus tiga puluh tujuh juta enam puluh tujuh ribu tijuh ratus lima puluh 

rupiah). 

(3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan 

sebesar Rp.74.121.954.250,00 (tujuh puluh empat miliar seratus dua puluh 

satu juta sembilan ratus lima puluh empat ribu dua ratus lima puluh  

rupiah) 

(4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp20.040.000.000,00 (dua puluh 

miliar empat puluh juta rupiah). 

(5) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf d direncanakan sebesar Rp124.200.978.000,00 (seratus dua puluh 

empat miliar dua ratus juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah). 

 

Pasal 5 

(1) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b 

direncanakan sebesar Rp1.465.951.475.000,00 (satu triliun empat ratus 

enam puluh lima miliar sembilan ratus lima puluh satu juta empat ratus 

tujuh puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas: 

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan 

b. Pendapatan Transfer Antar Daerah. 
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(2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a direncanakan sebesar Rp1.145.551.766.000,00 (satu triliun seratus 

empat puluh lima miliar lima ratus lima puluh satu juta tujuh ratus enam 

puluh enam ribu rupiah); 

(3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf b direncanakan sebesar Rp320.399.709.000,00 (tiga ratus dua puluh 

miliar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan ribu 

rupiah). 

 

Pasal 6  

(1) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

3 huruf c direncanakan sebesar Rp107.397.257.000,00 (seratus tujuh miliar 

tiga ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah), 

yang terdiri atas: 

a. Pendapatan Hibah; dan 

b. Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-

undangan. 

(2) Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

direncanakan sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah); 

(3) Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-

undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan 

sebesar Rp101.397.257.000,00 (seratus satu miliar tiga ratus sembilan  

puluh tujuh juta dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah). 

 

Pasal 7 

Anggaran Belanja Daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar 

Rp2.595.144.502.865,70,00 (dua triliun lima ratus sembilan puluh lima miliar 

seratus empat puluh empat juta lima ratus dua juta delapan ratus enam puluh 

lima koma tujuh puluh rupiah), yang terdiri atas: 

a. Belanja Operasi; 

b. Belanja Modal;  

c. Belanja Tidak Terduga; dan 

d. Belanja Transfer. 

 

Pasal 8 

(1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a 

direncanakan sebesar Rp1.974.077.110.888,00 (satu triliun sembilan ratus 
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tujuh puluh empat miliar tujuh puluh tujuh juta seratus sepuluh ribu 

delapan ratus delapan puluh delapan rupiah), yang terdiri atas: 

a. Belanja Pegawai; 

b. Belanja Barang Dan Jasa; 

c. Belanja Subsidi; 

d. Belanja Hibah; dan 

e. Belanja Bantuan Sosial. 

(2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan 

sebesar Rp831.806.721.421,00 (delapan ratus tiga puluh satu miliar delapan 

ratus enam juta tujuh ratus dua puluh satu ribu empat ratus dua puluh satu  

rupiah) 

(3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

direncanakan sebesar Rp999.757.679.939,00 (sembilan ratus sembilan puluh 

miliar tujuh ratus lima puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh sembilan 

ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan rupiah). 

(4) Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan 

sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 

(5) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan 

sebesar Rp141.512.709.528,00 (seratus empat puluh satu miliar lima ratus 

dua belas juta tujuh ratus sembilan ribu lima ratus dua puluh delapan 

rupiah). 

 

Pasal 9 

(1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimalsud dalam Pasal 7 huruf b 

direncanakan sebesar Rp541.400.649.025,00 (lima ratus empat puluh satu 

miliar empat ratus juta enam ratus empat puluh sembilan ribu dua puluh 

lima rupiah), yang terdiri atas: 

a. Belanja Modal Tanah; 

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin; 

c. Belanja Modal Bangunan dan Gedung; 

d. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan; dan 

e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya. 

(2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

direncanakan sebesar Rp81.531.452.700,00 (delapan puluh satu miliar lima 

ratus tiga puluh satu juta empat ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus 

rupiah). 

(3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf b direncanakan sebesar Rp105.201.251.926,00 (seratus lima miliar 
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dua ratus satu juta dua ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh 

enam rupiah). 

(4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf c direncanakan sebesar Rp129.588.954.565,00 (seratus dua puluh 

sembilan miliar lima ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus lima 

puluh empat ribu lima ratus enam puluh lima rupiah). 

(5) Belanja Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (l) huruf d direncanakan sebesar Rp210.013.410.563,00 (dua ratus 

sepuluh miliar tiga belas juta empat ratus sepuluh ribu lima ratus enam 

puluh tiga rupiah). 

(6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 

e direncanakan sebesar Rp15.032.579.271,00 (lima belas miliar tiga puluh 

dua juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh satu 

rupiah). 

 

Pasal 10 

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c 

direncanakan sebesar Rp79.666.742.952,00 (tujuh puluh sembilan miliar enam 

ratus enam puluh enam juta tujuh ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus 

lima puluh dua rupiah), yang terdiri atas belanja tidak terduga. 

 

Pasal 11 

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar 

Rp223.795.770.865,00 (dua ratus dua puluh tiga miliar tujuh ratus sembilan 

puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh juta delapan ratus enam puluh lima 

rupiah), yang terdiri atas: 

a. Penerimaan Pembiayaan; dan 

b. Pengeluaran Pembiayaan. 

 

Pasal 12 

(1) Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 

huruf a direncanakan sebesar Rp197.795.770.865,00 (seratus sembilan 

puluh tujuh miliar tujuh ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus tujuh 

puluh ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah), yang terdiri atas sisa 

lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya. 

(2) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp197.795.770.865,00 
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(seratus sembilan puluh tujuh miliar tujuh ratus sembilan puluh lima juta 

tujuh ratus tujuh puluh ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah), 

  

Pasal 13 

(1) Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 

huruf b direncanakan sebesar Rp26.000.000.000,00 (dua puluh enam miliar 

rupiah), yang terdiri atas Penyertaan Modal Daerah. 

(2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimalsud pada ayat (1) direncanakan 

sebesar Rp26.000.000.000,00 (dua puluh enam miliar rupiah). 

 

Pasal 14 

(1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah 

mengakibatkan terjadinya Defisit sebesar Rp171.795.770.865,00 (seratus 

tujuh puluh satu miliar tujuh ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus 

tujuh puluh ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah). 

(2) Pembiayaan Neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap 

pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp171.795.770.865,00 

(seratus tujuh puluh satu miliar tujuh ratus sembilan puluh lima juta tujuh 

ratus tujuh puluh ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah). 

 

Pasal 15 

(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan Peraturan 

Wali Kota, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum 

tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang 

ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan 

dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 

anggaran 2022, dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu 

melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang Penjabaran 

Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya 

disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran. 

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar 

biasa;  

b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau 

c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan 

publik. 

(3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 



9 

 

a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang 

anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; 

b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib; 

c. pengeluaran daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan 

tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan 

perundang-undangan; dan / atau 

d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan 

kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat. 

 

Pasal 16 

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini yang terdiri atas: 

1. Lampiran I Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan 

jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan; 

2. Lampiran II Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut urusan 

pemerintahan daerah dan organisasi; 

3. Lampiran III Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, 

organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan kelompok, jenis 

pendapatan, belanja dan pembiayaan;  

4. Lampiran IV Rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, 

organisasi, program, kegiatan beserta hasil dan sub kegiatan 

beserta keluaran; 

5. Lampiran V Rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan 

keterpaduan urusan pemerintah daerah dan fungsi dalam 

kerangka pengelolaan keuangan negara; 

6. Lampiran VI Rekapitulasi belanja untuk pemenuhan SPM; 

7. Lampiran VII Sinkronisasi program pada RPJMD dengan rancangan 

APBD; 

8. Lampiran VIII Sinkronisasi program, kegiatan dan sub kegiatan pada 

RKPD dan PPAS dengan rancangan APBD; 

9. Lampiran IX Sikronisasi program prioritas nasional dengan program 

prioritas daerah; 

10. Lampiran X Daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan; 

11. Lampiran XI Daftar piutang daerah; 

12. Lampiran XII Daftar penyertaan modal daerah dan investasi daerah 

lainnya; 
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13. Lampiran XIII Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap 

daerah dan aset lain-lain; 

14. Lampiran XIV Daftar sub kegiatan tahun jamak (multy years); 

15. Lampiran XV Daftar dana cadangan; dan 

16. Lampiran XVI Daftar pinjaman daerah. 

 

 Pasal 17 

Wali Kota menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan 

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah. 

  

Pasal 18 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Balikpapan. 

 
        Ditetapkan di Balikpapan 

        pada tanggal 
 

        WALI KOTA BALIKPAPAN, 
  
 

 
 

 RAHMAD MAS’UD   
       
 
 
Diundangkan di Balikpapan 
pada tanggal  
 
SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN, 

  

 

  

                   SAYID MN FADLI 
 

LEMBARAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN… NOMOR… 

 

 Salinan sesuai dengan aslinya 

SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN 

 KEPALA BAGIAN HUKUM, 
  

 

 

 

 ELYZABETH EMMY ROSWITA L. TORUAN 
 

 

 

 

 

 
 


